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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 26 Maret 1987 (umur 37 Tahun),
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx XXxXxX XXXXxX, tempat
tinggal di KOTA MATARAM, NIK : 5271065603870003, sebagai :
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 20 Agustus 1979 (umur 45 tahun),
agama Islam, pendidikan S1, , pekerjaan XXXXXXX XXXXXXXXX tempat
tinggal KOTA MATARAM, NIK : -, sebagai : Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal
11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2005, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, XxXX XXXXXXX,
sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
153/16/1V/2005, tertanggal 14 April 2005;
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2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Tergugat di Jl. TGH Faesal,XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX,  XXXXXKKXX XXXKKK, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kota Mataram, selama
kurang lebih 18,5 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak
masing-masing bernama:a.lImam Mahayadi saputra, laki-laki,
5271063103060003, SMP, umur 18 tahun (Mataram, 31 Maret 2006),
diasuh oleh Tergugat; b.Anandea Khusbandina Putri, perempuan,
5271064808090003, SD, umur 15 tahun (Mataram, 08 Agustus 2009),
diasuh oleh  Tergugat; c.Muhammad Dony Saputra, laki-laki,
5271060401150001, TK, umur 9 tahun (Mataram, 04 Januari 2015), diasuh
oleh Penggugat; d.Naina Salsabila, perempuan, 5271064706190003, belum
sekolah, umur 5 tahun (Mataram, 07 Juni 2019), diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak Maret 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus
menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
a.Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT); b.Tergugat sering berkata
kasar kepada Penggugat; c.Tergugat sering marah-marah tanpa alasan
kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2023 antara Tergugat dengan Penggugat
terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri,
sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir
batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
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7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat TERGUGAT)

kepada Penggugat PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
535/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan dalam
persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah
mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat
1. Fotokopi KTP. Atas nama Penggugat Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal
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dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cakranegara Mataram, Nomor :153/16/1V/2005, tertanggal 14 April
2005;. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis,

B. Saksi :

1 Wahidatul Fitriyati binti Badrun, umur 53 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di
Moncok Karya, Lingkungan Moncok Karya, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX
xxXxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah ibu kandung Penggugat;

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
dan punya dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing
bernama: a.lmam Mahayadi saputra, laki-laki, b.Anandea
Khusbandina Putri, perempuan, umur 15 tahun , c.Muhammad Dony
Saputra, laki-laki, umur 9 tahun, diasuh oleh Penggugat; d. Naina
Salsabila, perempuan, umur 5 tahun (Mataram, 07 Juni 2019),
diasuh oleh Penggugat;

2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis namun sejak Maret 2007 sudah tidak rukun dan
harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar;

3 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena
Tergugat a.Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT); b.Tergugat
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sering berkata kasar kepada Penggugat; c.Tergugat sering marah-

marah tanpa alasan kepada Penggugat;

4 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat
sejak bulan September 2023 dimana Tergugat Penggugat pisah
rumah, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada
hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang
baik lagi sampai sekarang;

5 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati
Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini
diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap

menghendaki cerai;

2. Aliya Marsya Fitri binti Ahmad Irwan, umur 18 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan
Moncok Karya, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX,, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

6 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena

saksi adalah adik seibu dengan Penggugat;

7 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
dan punya dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing
bernama:a.lImam Mahayadi saputra, laki-laki, 5271063103060003,
SMP, umur 18 tahun (Mataram, 31 Maret 2006), diasuh oleh
Tergugat; b.Anandea Khusbandina Putri, perempuan,
5271064808090003, SD, umur 15 tahun (Mataram, 08 Agustus
2009), diasuh oleh Tergugat; c.Muhammad Dony Saputra, laki-laki,
5271060401150001, TK, umur 9 tahun (Mataram, 04 Januari 2015),
diasuh oleh Penggugat; d.Naina Salsabila, perempuan,
5271064706190003, belum sekolah, umur 5 tahun (Mataram, 07
Juni 2019), diasuh oleh Penggugat;
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8 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis namun sejak Maret 2007 sudah tidak rukun dan
harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar;

9 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena
Tergugat a.Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT); b.Tergugat
sering berkata kasar kepada Penggugat; c.Tergugat sering marah-
marah tanpa alasan kepada Penggugat;

10 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat
sejak bulan September 2023 dimana Tergugat Penggugat pisah
rumah, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada
hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang
baik lagi sampai sekarang;

11 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati
Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini
diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap

menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan
menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara
sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
535/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di
persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

alasan yang sabh;
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Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, Vide Pasal 149 ayat (1)
R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alas an perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih
dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal
sejak september 2023 sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan
jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui
dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di
pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP merupakan bukti akte
oktentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena
itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat,
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sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena
itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi | Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4
R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi | Penggugat yang pada pokoknya
menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal September 2023 dan
selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya
suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi 1l Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4
R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi Il Penggugat yang pada pokoknya
menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal September 2023 dan
selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya
suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Fakta Hukum
Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
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2. Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 4 orang Anak diasuh
Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
oleh karena a.Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT); b.Tergugat
sering berkata kasar kepada Penggugat; c.Tergugat sering marah-
marah tanpa alasan kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
September 2023 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan
layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi
sampai sekarang;

5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan
Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil

merukunkan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 2 yang meminta
agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap
Penggugat; majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal
39 ayat 2 disebutkan bahwa Untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami isteri.

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39
ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan lebih
diperjelas oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana
disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah

bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

HIim 9 dr 14 HIm. putusan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung
RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa” Perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam Surat Edaran
Maahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan untuk
mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan tersebut terus menerus,
(2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6
bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat komulatif imperatif bukan
fakultatif;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Penggugat Tergugat
telah memenuhi alasan alasan percearain sebagaimana disebutkan dalam
pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam
persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami
retak ( broken mariage ) ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak September
2023 sampai sekarang, maka majelis berpandangan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi; sehingga majelis
berpaandangan bahwa alasan alasan untyk melakukan perceraian telah
terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum
Islam yaitu :

1. Al Quran
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Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35)

2. Kaidah figh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Figh as-Sunnah Juz I
halaman 248-249 :

e

AW (S 5 oz 5 M il yie) i e g 0 Ay il gl La) ge o il 13l
oY e (Al jac 5 Lagllial (a5 pdinll ) g3 daa (3lay Y Laa
Ayl Ll Lagiy

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di

dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri
tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat
mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat

menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1 Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 Menegaskan:

T spa Rl s o s
(= _mg> 999 n?
Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati

mereka berpecah-belah"

2 Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;
e Al o e e ' Wil 3 wd wa e )l ,_;_1"'5 y ,,u-‘ﬂ‘."

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa

yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan
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siapa saja yang menyusahkan maka Allah  akan

menyusahkannya";

3 Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri

sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat
(" badl la o aada o el e A)

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan
harus dihilangkan” g1 55, at1()

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan
kalimat S Lable 339 2t Labl s (mencapai maslahat dan menolak
mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di
dalamnya hukum perkawinan, adalh untuk kemaslahatan dalam arti untuk
kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun
akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat
sebagaimana fakta fakta di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga
telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat
pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra
Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan
talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara
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Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum
Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan

perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap
Penggugat ( PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 445.000 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 30 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul
Akhi 1446 Hijriyah oleh Muhamad Rizki, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Kartini, SH dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh 1 Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhamad Rizki, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Dra. Hj. Kartini, S.H., Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

| Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T :Rp 20.000,00
c. Redaksi ‘Rp 10.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00
3. Panggilan :Rp. 300.000,00
4. Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 445.000,00

( empa ratus empat puluh lima ribu -rupiah)
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